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PRESIDEN
REFPUBLIK INDOMNESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1980
TENTANG
PENGHAPUSAN JARING TRAWL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam pelaksanaan pembinaan kdestarian sumber perikanan dasar dan dalam
rangka mendorong peningkatan produks yang dihadslkan oleh para nelayan
tradisond serta untuk menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosal,
maka perlu dilakukan penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan
jaring trawl.

1
2.

3.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Magdis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor
IVIMPR/1978,;

Ordonang Perikanan Pantai (Staatsblad Nomor 144 Tahun 1927);
Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1942);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari
Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet
Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat | (Lembaran Negara Tahun
1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);

Keputusan Presden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima
Tahun Ketiga (REPELITA 111) 1979-1980 sampai 1983/1984;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  TENTANG

PENGHAPUSAN JARING TRAWL.
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Pasal 1

(1) Menghapuskan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring traw! secara bertahap.
(2) Daam pengertian jaring trawl termasuk pula dat penangkap ikan yang dipersamekan, yang
perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 2

Terhitung mulai tanggd 1 Juli 1980 sampa dengan tanggd 1 Juli 1981 kapd perikanan yang
menggunakan jaring trawl di kurangi jumlahnya, sehingga sduruhnya tinggd menjadi 1000 (seribu)
buah.

Pasal 3

Pengurangan jumlah termaksud pada Pasal 2 dilakukan sebagai berikut :
A. Tahap Pertama:

a Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Predden ini sampa dengan tanggd 30
September 1980 dilaksanakan penghapusan secara bertahap terhadap seluruh kapal perikanan
yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili dan beroperas disekitar Jawa dan Bali;

b. Padatangga 1 Oktober 1980 mdarang semua kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan
jaring trawl di perairan laut yang mengdlilingi pulau-pulau Jawa dan Bdi.

c. Untuk kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang berdomisli dan beroperas
disekitar Pulau Sumatera, larangan tersebut selambet-lambatnya berlaku mula tanggal 1
Januari 1981.

B. Tahap Kedua:
Terhitung mulal tangga 1 Oktober 1980 di Perairan laut diluar yang tersebut pada Tahap Pertama
diatas, jumlah kapd perikanan yang menggunakan jaring trawl dikurangi sehingga sampal dengan
tanggal 1 Juli 1981 jumlahnya menjadi 1000 (seribu) buah.

Pasal 4

Pelaksanaan penghapusan jumlah kapa perikanan yang menggunakan jaring trawl menjadi 1000
(seribu) buah sebagaimana dimaksud dalam Pasd 3 huruf B serta kebijaksanaan selanjutnya mengenal
1000 (seribu) trawl tersebut diatur kemudian.

Pasal 5

(1) Kapa-kapd perikanan yang menggunakan jaring trawl yang terkena penghapusarypengurangan
dalam ketentuan Keputusan Presiden ini dapat terus melakukan kegiatan penangkapan ikan setelah
mengganti aat/perlengkapan penangkapannya menjadi bukan jaring trawl.

(2) Para pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak berminat untuk meneruskan
usaha penangkapan ikan dapat mengalinkan kapadnya kepada pihak lain atau Pemerintah untuk
selanjutnya diusahakan sebagal bukan kapal trawl.

(3) Kepada pemilik yang kapalnya dialinkan kepada Pemerintah diberi ganti rugi seperlunya

(4) Kapd yang diaihkan kepada Pemerintah selanjutnya akan diserahkan terutama kepada kelompok-
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kelompok ndlayan yang tergabung dalam KUD untuk diusahakan sebagal bukan kapal trawl.
(5) Penyerahan kapd termasuk dilakukan dalam bentuk kredit dan dilengkapi dengan kredit untuk
penggantian aat/perlengkapannya serta kredit modal kerja

Pasal 6

(1) Pemerintah Dagrah yang bersangkutan dadam melaksanakan ketentuan-ketentuan Keputusan
Presiden ini memperhatikan ptunjuk peaksanaan serta ketentuan-ketentuan yang akan diatur oleh
Menteri Pertanian.

(2) Menteri Pertanian mengatur lebih lanjut tentang :

a perincian mengenai jaring trawl;
b. pelaksanaan penghapusarypengurangan kapa-kapd trawl;
c. carapembaharuan perizinan kapa-kapa trawl yang belum terkena penghapusan/pengurangan.

(3) Menteri Pertanian dengan Menteri-Menteri lain yang bersangkutan mengatur tentang : pengdihan
bekas kapal-kapa trawl dari pemiliknya kepada Pemerintah, ketentuan-ketentuan tentang transaks
harga serta penyerahannya kepada kelompok-kelompok nelayan.

Pasal 7

(1) Untuk memperkecil penurunan produks udang sebagal akibat penghapusan kapal-kapal perikanan
yang menggunekan jaring trawl, meka Program Udang Nasiona perlu ditingkatkan
pelaksanaannya.

(2) Menteri Pertanian bersama Menteri lain yang berkepentingan mengatur segda sesuatu yang
berkatan dengan pdaksanaan Program Udang Nasional dalam rangka menunjang tahap-tahap
pel aksanaan penghapusan jaring trawl.

Pasal 8
Kapa perikanan yang melanggar ketentuan dalam Keputusan Presden ini dan peraturan
pelaksanaannya dianggap melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, sehingga dapat dituntut
dimuka pengadilan sesual dengan Pasal 15 Ordinang Perikanan Pantai Staatsblad Nomor 144 Tahun
1927.

Pasal 9
Keputusan Presden ini dimulai berlaku padatanggd ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggd 1 Juli 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO
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